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ABSTRAK
Dwi Ratna Puspitasari. E0006271. ANALISIS YURIDIS BENTUK
DAKWAAN DAN STRATEGI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NOMOR:
116/PID.B/2009/PN.BMS). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan jaksa penuntut umum
menyusun bentuk dakwaan alternatif subsidaritas dan strategi pembuktian yang
disusun oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus
putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif.
Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Sumber bahan
hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi
kepustakaan baik dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen
dan sebagainya. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan simpulan,
Kesatu, alasan penyusunan bentuk dakwaan alternatif subsidaritas jaksa penuntut
umum dalam kasus Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms, yaitu didalamnya
mengandung dakwaan kombinasi yang masing-masing terdiri dari dakwaan
subsidair dan atau alternatif. Dasar pertimbangan penggunaan alternatif karena
penuntut umum belum yakin tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk
diterapkan terhadap tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam dakwaan subsidair
penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana
saja, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan
terdakwa dan perumusan tindak pidana disusun secara bertingkat dari dakwaan
yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan. Kedua, Strategi
pembuktian penuntut umum dalam kasus Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms
dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu strategi pembuktian berdasarkan urutan
alat bukti yang diajukan di persidangan dan strategi pembuktian berdasarkan
pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan.
Kata kunci: bentuk dakwaan, alternatif subsidaritas, strategi pembuktian,
penuntut  umum, korupsi
ABSTRACT
Dwi Ratna Puspita Sari. E0006271. A JURIDICAL ANALYSIS ON THE
ACCUSATION FORM AND THE PUBLIC PROSECUTOR’S
AUTHENTICATION STRATEGY IN THE CORRUPTION CRIME CASE
(A CASE STUDY ON THE BANYUMAS FIRST INSTANCE COURT’S
VERDICT NUMBER: 116/PID.B/2009/PN.BMS). Law Faculty of Surakarta
Sebelas Maret University.
This research aims to find out the public prosecutor’s rationale in
developing the alternative subsidiary accusation and authentication strategy
developed by the public prosecutor in the corruption crime case in the Banyumas
First Instance Court’s Verdict Number: 116/Pid.B/2009/PN.Bms.
This study belongs to doctrinal law research that is prescriptive in nature.
The type of law material employed was secondary one. The law material source
employed included primary and secondary law materials. Technique of collecting
law material employed was library research from book, legislation, documents
and etc. The analysis on law material was done using deductive method.
Considering the result of research and discussion, it can be concluded as
follows: firstly, the public prosecutor’s rationale in developing the alternative
subsidiary accusation in the case Number: 116/Pid.B/2009/PN.Bms, within which
it contains combinations accusation each of which consists of subsidiary and or
alternative. The rationale of alternative use is because the public prosecutor has
not been certain about the appropriate qualification or article to apply to such
crime. Meanwhile in the subsidiary accusation, the public prosecutor argues that
the accused commits only one crime, but he/she is hesitant about what crime the
accused has done and the crime formulation was arranged in an order from the
heaviest to the lightest accusation. Secondly, the public prosecutor’s
authentication strategy in the case Number: 116/Pid.B/2009/PN.Bms is done in
several strategies: the authentication strategy based on the evidence sequence
proposed in the court session and the one based on the articles used in the
accusation document.
Keywords: accusation, alternative subsidiary, authentication strategy, public
prosecutor, corruption
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral dalam lingkungan
pelaksanaan tugas aparatur penegak hukum karena dalam proses penyelesaian
suatu perkara, jaksa penuntut umum mempunyai fungsi yang berada ditengah-
tengah antara penyidik dan hakim (Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
1985:1). Menurut Pasal 1 butir 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) pengertian penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim.
Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan,
namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus
melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk
dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik (Andi Hamzah,
1987:160-161). Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penelitian
terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah
telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan
inilah jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan.
Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena
berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa perkara itu.
Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg,
pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya
boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu (Andi Hamzah,
2008:167).
Mengenai bentuk atau susunan surat dakwaan ini tidak ada pengaturannya
dalam undang-undang. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum
dan kemudian berkembang dalam praktek. Di dalam praktek dan perkembangan
dewasa ini dikenal 5 (lima) bentuk dakwaan, yaitu: dakwaan tunggal, kumulatif,
subsidair, alternatif, dan kombinasi. Bentuk-bentuk surat dakwaan harus benar-
benar dipahami oleh jaksa penuntut umum sebagai pejabat yang bertanggung
jawab dalam pembuatan surat dakwaan karena hal ini sangat erat kaitannya dan
mengandung konsekuensi dalam usaha pembuktian di persidangan yang tertuang
dalam pembahasan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh jaksa
penuntut umum (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985:24).
Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang
di pengadilan karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan.
Pembuktian yang sah harus dilakukan dalam sidang pengadilan yang memeriksa
terdakwa dan bahwa pembuktian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak
sah. Pembuktian itu ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan
semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih
diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.
Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat
bukti yang sah majelis hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya
tindak pidana, terdakwa melakukannya dan keyakinan terdakwa bersalah.
Sebaliknya, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa
tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan
pidana baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang, maka tidak
dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan
dari tuntutan hukum (Adami Chazawi, 2008:31).
Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak
pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan
penuntut umum bersifat alternatif dan dari hasil kenyataan pembuktian yang
diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan
pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai
dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian
merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta
sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan
menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti (Yahya
Harahap, 2006:274). Jadi jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan
dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang
tercantum dalam surat dakwaan (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985:26).
Salah satu contoh kasus yang dakwaan pertama primairnya tidak terbukti
adalah kasus Agus Lestiyono Bin Sugianto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas yang dalam dakwaannya, penuntut umum
menggunakan dakwaan alternatif subsidaritas. Dakwaan alternatif subsidaritas
mengandung bentuk dakwaan kombinasi yang masing-masing terdiri dari
dakwaan alternatif dan/atau subsidair. Dalam putusan Pengadilan Negeri
Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms terdakwa Agus Lestiyono Bin
Sugianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dakwaan pertama primair tetapi secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam
dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik
tertentu yang menyulitkan bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan
terdakwa. Oleh karena itu, penuntut umum menyusun strategi pembuktian dalam
tindak pidana korupsi yang dapat dilihat dari dakwaannya mengenai urutan alat
bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta berdasarkan pasal-
pasal yang digunakan yang tercantum dalam surat dakwaan.
Jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian
serta cara bagaimana dipergunakannya alat bukti tersebut untuk membuktikan di
sidang pengadilan adalah hal pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem
negatif. Macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk, dan keterangan terdakwa (Adami Chazawi, 2008:36). Mengenai barang
bukti tidak diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) atau di dalam pasal tersendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun
dalam praktik peradilan barang bukti tersebut dapat memberikan keterangan yang
berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian di persidangan.
Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin
mengkaji lebih lanjut dalam perspektif yuridis mengenai alasan penyusunan
bentuk dakwaan alternatif subsidaritas oleh jaksa penuntut umum dan strategi
pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dalam sebuah
penulisan hukum yang berjudul:
”ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN STRATEGI
PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANYUMAS NOMOR: 116/PID.B/2009/PN.BMS)”.
B. RUMUSAN MASALAH
Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan
penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun
perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang dimuka. Adapun
perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah:
1. Mengapa jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan
alternatif subsidaritas dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus
putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms?
2. Bagaimana strategi pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana
korupsi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor:
116/Pid.B/2009/PN.Bms?
C. TUJUAN PENELITIAN
Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data
akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah.
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan obyektif dan tujuan
subyektif sebagai berikut:
1. Tujuan Obyektif
Untuk mengetahui alasan jaksa penuntut umum menyusun bentuk
dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif subsidaritas dan strategi
pembuktian yang disusun oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana
korupsi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor:
116/Pid.B/2009/PN.Bms.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah, memperluas, dan mengaplikasikan pengetahuan
penulis di bidang hukum acara pidana, khususnya mengenai analisis
yuridis bentuk dakwaan dan strategi pembuktian penuntut umum dalam
perkara tindak pidana korupsi.
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S-1
dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. MANFAAT PENELITIAN
Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini
akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang
diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Pidana
tentang analisis yuridis bentuk dakwaan dan strategi pembuktian
penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis
a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir penulis
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu
yang diperoleh.
b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang
terkait dengan masalah yang diteliti serta berguna bagi para pihak yang
berminat pada masalah yang sama.
E. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian hukum yang merupakan suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,
2006:35). Jenis penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penyusunan
penulisan hukum ini adalah penelitian doktrinal karena keilmuan hukum
bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2006:33).
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum
tersebut. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif dan
terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep
hukum, dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini
merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud
Marzuki, 2006:22). Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif
mengenai Analisis Yuridis Bentuk Dakwaan dan Strategi Pembuktian
Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms).
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum
adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus
(case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93). Dari kelima pendekatan
penelitian hukum tersebut, penulis di dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kasus (case approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam
menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah
ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk
sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2006:119).
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah
bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang diperoleh dengan cara
penelitian kepustakaan atau melalui literatur-literatur, himpunan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan
maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian. Sumber-
sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian
yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud
Marzuki, 2006:141).
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter
Mahmud Marzuki, 2006:141).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer
yang berupa:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
6) Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.
Bms.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal
hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud
Marzuki, 2006:141).
Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian
ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum,
artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu
hukum yang akan diteliti di dalam penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai
sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan
bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan,
dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya
dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari
bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan
hukum penunjang di dalam penelitian ini.
6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam
mengklasifikasi, menguraikan bahan hukum yang diperoleh kemudian
melalui proses pengolahan nantinya bahan hukum yang digunakan untuk
menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik
analisis bahan hukum dengan metode deduksi. Metode deduksi adalah
metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian
diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu
kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47).
Penulis dalam penelitian ini mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang
bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan isu
hukum yang diteliti atau dianalisa, yaitu mengenai Analisis Yuridis Bentuk
Dakwaan dan Strategi Pembuktian Penuntut Umum dalam Perkara Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor:
116/Pid.B/2009/PN.Bms).
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk
mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka
penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri
dari 4 (empat) bab dimana masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bagian yang
dimaksudkan untuk mempermudahkan pemahaman mengenai seluruh isi
penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian dan sistematika penulisan hukum.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menguraikan kerangka teori yang berisi
tentang tinjauan tentang dakwaan yang meliputi pengertian
dakwaan, bentuk-bentuk dakwaan; tinjauan tentang strategi
pembuktian yang meliputi pengertian pembuktian, macam-
macam alat bukti dan kekuatan alat-alat bukti; tinjauan tentang
penuntut umum yang meliputi pengertian jaksa dan penuntut
umum, tugas dan wewenang penuntut umum; tinjauan tentang
tindak pidana korupsi yang meliputi pengertian korupsi, tindak
pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan
berdasarkan rumusan masalah, yaitu alasan penyusunan bentuk
dakwaan alternatif subsidaritas jaksa penuntut umum dalam kasus
Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms; strategi pembuktian penuntut
umum dalam kasus Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini menguraikan simpulan dan saran terkait dengan
permasalahan yang diteliti penulis.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KERANGKA TEORI
1. Tinjauan tentang Dakwaan
a. Pengertian Dakwaan
Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena
berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa
perkara pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan (Andi Hamzah,
2008:167).
Pengertian tentang surat dakwaan telah dikemukakan oleh berbagai
pakar di bidang ilmu hukum pidana atau hukum acara pidana.
Pengertian-pengertian tersebut antara lain:
1) Harun M. Husein mengemukakan pengertian surat dakwaan adalah
suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa
penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap
terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang
dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai
uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh
terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup
pemeriksaan di sidang pengadilan (Harun M. Husein, 1994:43).
2) Yahya Harahap menyatakan bahwa urat dakwaan adalah surat atau
akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dari dakwaan kepada
terdakwa yang disimpulkan dan ditarik hasil pemeriksaan penyidikan
dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan
dimuka sidang pengadilan (Yahya Harahap, 2000:375-376).
3) Soetomo merumuskan surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau
disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu
melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan
identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan
dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai
perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa
yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang yang
tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak
pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah
benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah
betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan
untuk perbuatan tersebut (Soetomo, 1989:4).
Inti persamaan dari berbagai definisi di atas adalah:
1) Surat dakwaan merupakan suatu akte dan sebagai suatu akte surat
dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatan dan tanda tangan
pembuatnya;
2) Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung
elemen yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana
yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak
pidana;
3) Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap
sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4) Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di
sidang pengadilan (Harun M. Husein, 1994:45).
Berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), maka surat dakwaan harus memenuhi syarat formil
dan syarat materiil.
1) Syarat Formil
Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam syarat ini
hendaknya surat dakwaan diberi tanggal, menyebutkan dengan
lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat
lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat
tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa kemudian surat itu harus
ditandatangani oleh penuntut umum.
2) Syarat Materiil
Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus berisi uraian
secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang
dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak
pidana itu dilakukan. Adapun pengertian dari cermat, jelas dan
lengkap adalah sebagai berikut (Darwan Prinst, 1998:117-119):
a) Cermat, yaitu ketelitian penuntut umum dalam membuat surat
dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku
serta menghindari hal-hal yang akan berakibat bahwa dakwaan
itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.
b) Jelas, yaitu bahwa penuntut umum harus merumuskan unsur-
unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan
dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh
terdakwa dalam surat dakwaan.
c) Lengkap, yaitu surat dakwaan harus mencakupi semua unsur
yang ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar.
b. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan
Undang-undang tidak mengatur mengenai bentuk surat dakwaan.
Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum dan kemudian
berkembang dalam praktek (Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
1985:24). Didalam praktek dan perkembangan dewasa ini dikenal 5
(lima) bentuk surat dakwaan, yaitu:
b) Surat Dakwaan Tunggal
Apabila jaksa penuntut umum berpendapat dan yakin benar
bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu
tindak pidana saja dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar
(Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985:24). Contoh dakwaan
tunggal misalnya hanya didakwakan tindak pidana penipuan (Pasal
378 KUHP).
c) Surat Dakwaan Alternatif
Dibuat jaksa penuntut umum jika dalam surat dakwaan,
didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada
hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin
membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak
pidana yang didakwakan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum belum
mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang
lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan
oleh hakim. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan
yang dimaksudkan telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan
lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Atau tegasnya jaksa penuntut
umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap
terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam
surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih, dakwaan yang mana
yang dapat dibuktikan (Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
1985:26).
Dakwaan alternatif ini digunakan penuntut umum dalam hal
kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana
yang lain menunjukan corak atau ciri yang sama atau hampir
bersamaan dan biasanya menggunakan kata sambung atau
(http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/.../doc.pdf>).
Contoh dakwaan alternatif misalnya adalah pencurian atau
penadahan. Bentuk dakwaannya, yaitu:
Pertama : pencurian (Pasal 362 KUHP)
Kedua : penadahan (Pasal 480 KUHP)
d) Surat Dakwaan Subsidair
Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum
bilamana jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya
melakukan satu tindak pidana akan tetapi ia ragu-ragu tentang tindak
pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam dakwaan ini
dirumuskan beberapa perumusan tindak pidana yang disusun
sedemikian rupa dari yang paling berat sampai yang ringan. Hal ini
dimaksudkan agar terdakwa tidak lepas dari pemidanaan.
Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa
terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru
beralih ke dakwaan sibsidair, dan demikian seterusnya. Tetapi
sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan
subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya (Kejaksaan
Agung Republik Indonesia, 1985:25-26). Contoh dakwaan subsidair
misalnya:
Primair : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
Subsidair : pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
Lebih Subsider : penganiayaan berat yang mengakibatkan mati
(Pasal 355 KUHP).
e) Surat Dakwaan Kumulatif
Dibuat oleh jaksa penuntut umum bila ia berpendapat bahwa
terdakwa melakukan dua atau lebih tindak pidana. Dalam surat
dakwaan ini beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri
artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap
yang lain dan didakwakan secara serempak. Yang penting dalam hal
ini bahwa subyek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama.
Konsekuensi pembuktiannya adalah masing-masing dakwaan harus
dibuktikan sedangkan yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut
bebas atau lepas dari tuntutan hukum (Kejaksaan Agung Republik
Indonesia, 1985:25). Jaksa penuntut umum menerapkan dua pasal
sekaligus dengan menerapkan kata sambung dan
(http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/.../doc.pdf>).
Contoh dakwaan kumulatif misalnya:
Kesatu : pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
Kedua : pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).
f) Surat Dakwaan Kombinasi
Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat dakwaan
yang didalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang
masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidair dan atau
alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif
(Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985:27). Contoh dakwaan
kombinasi misalnya:
Kesatu
Primair : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
Subsidair : pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).
Kedua
Primair : sengaja membakar (Pasal 187 KUHP).
Subsidair : karena kesalahannya yang mengakibatkan kebakaran
(Pasal 188 KUHP).
Ketiga
Primair : pencurian yang didahului atau disertai dengan
kekerasan (Pasal 365 KUHP).
Subsidair : pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan
bersama-sama oleh dua orang atau lebih (Pasal 363
KUHP).
2. Tinjauan tentang Strategi Pembuktian
a. Pengertian Pembuktian
Pengertian pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang
dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur
alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan
hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian juga bisa
berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus
dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum
bersifat alternatif dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh
dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan
pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak
sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan
fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari
dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan
tindak pidana yang telah terbukti (Yahya Harahap, 2006:273-274). Dan
menurut Subekti pengertian membuktikan adalah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu
persengketaan (Subekti, 2007:1).
Menurut Adami Chazawi pembuktian ditujukan untuk memutus
suatu perkara pidana dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab,
untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya
kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan
pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah
majelis hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak
pidana, terdakwa melakukannya dan keyakinan terdakwa bersalah.
Sebaliknya, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan
terdakwa tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar atau alasan
yang meniadakan pidana baik di dalam undang-undang maupun di luar
undang-undang, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana
melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (Adami
Chazawi, 2008:31).
b. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Alat-Alat Bukti
Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan
kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat bukti
tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan merupakan hal paling
pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif yaitu terdakwa
dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya apabila alat-alat bukti itu ada ditambah keyakinan hakim
sendiri. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan
mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian
alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185-189 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Adami Chazawi, 2008:36-37).
Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi:
a) Keterangan Saksi
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
memberikan batasan pengertian keterangan saksi ialah salah satu alat
bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1
angka 27 KUHAP).
Suatu fakta yang didapat dari keterangan seorang saksi
tidaklah cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak
didukung oleh fakta yang sama atau disebut bersesuaian yang
didapat dari saksi lain atau alat bukti lainnya. Pasal 185 ayat (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan
bahwa: ”keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya”.
Jadi nilai pembuktian keterangan saksi adalah bukan terletak
dari banyaknya atau kuantitas saksi, tetapi dari kualitasnya. Artinya,
isi atau fakta apa yang diterangkan satu saksi bernilai pembuktian
apabila bersesuaian dengan isi dari keterangan saksi yang lain atau
alat bukti lain. Berapapun banyaknya saksi tetapi isi keterangannya
berdiri sendiri tidaklah berharga. Kecuali apabila isi keterangan
beberapa saksi yang berdiri sendiri tersebut adalah berupa fakta-
fakta mengenai suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungan
yang sedemikian rupa, sehingga saling mendukung dan
membenarkan, yang jika dirangkai dapat menunjukkan kebenaran
atas suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian, dapat
dirangkai menjadi satu alat bukti yang disebut dengan alat bukti
petunjuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Adami Chazawi,
2008:52-54).
b) Keterangan Ahli
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
(Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)). Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai
segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi
mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada
hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan
ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau
pengetahuannya sebagaimana keterangan saksi. Apa yang
diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan
tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari
kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan
keahlian seorang ahli (Wirjono Prodjodikoro, 1985:128).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat
bukti keterangan ahli (Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)) dan keterangan seorang ahli secara tertulis
di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 butir c
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
c) Alat Bukti Surat
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
mengatur tentang alat bukti surat hanya dua pasal, yakni Pasal 184
dan secara khusus Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada empat surat yang dapat
digunakan sebagai alat bukti. Tiga surat harus dibuat diatas sumpah
atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf a, b dan c Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), sedangkan surat
yang keempat adalah surat dibawah tangan (Pasal 187 huruf d Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
Tiga jenis surat yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan
dengan sumpah tersebut adalah:
a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat jaksa
penuntut umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya,
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya
dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu
keadaan;
c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu
keadaan (Adami Chazawi, 2008:70).
d) Alat Bukti Petunjuk
Alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan
berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu
tampak dari batasanya dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan
bahwa: ”petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain
maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Karena alat bukti
petunjuk adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang
dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan
dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih
dominan (Adami Chazawi, 2008:72-73).
Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui tiga alat
bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal
188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
e) Keterangan Terdakwa
Diantara lima alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti
terdakwalah yang acap kali diabaikan oleh hakim karena:
1. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari
alat-alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi;
2. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara
termasuk yang isinya tidak benar;
3. Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa
yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan (Adami Chazawi,
2008:87).
Tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai
pembuktian. Dari ketentuan Pasal 189 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) didapatkan syarat-syarat yang harus
dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian,
yaitu:
a) Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang
pengadilan;
b) Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal yaitu
perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang
diketahuinya sendiri, dan kejadian yang dialaminya sendiri;
c) Nilai ketarangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk
dirinya sendiri;
d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan
harus ditambah dengan alat bukti yang lain (Adami Chazawi,
2008:89).
Mengenai barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau di dalam pasal tersendiri di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai
salah satu syarat dalam pembuktian, namun dalam praktik peradilan
barang bukti tersebut dapat memberikan keterangan yang berfungsi
sebagai tambahan dalam pembuktian di persidangan. Barang bukti adalah
benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-
benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap
perkara pidana yang dituduhkan (Simorangkir dkk, 2004:14).
Barang bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang apa saja yang dapat
dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara
yang dapat dikatakan sebagai barang bukti. Di pengadilan, barang bukti
tersebut dipergunakan pada saat pemeriksaan barang bukti dan guna
dilakukanya pengesahan terhadap barang bukti dilakukan dengan cara
memperlihatkan langsung kepada terdakwa maupun saksi, lalu diberikan
pertanyaan baik kepada terdakwa maupun saksi yang berhubungan
dengan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan guna terang
dan ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa atau
ketidaksalahan tedakwa sendiri (arisirawan.wordpress.com/.../peranan-
barang-bukti-dalam-pembuktian-perkara-pidana-menurut-pasal-183-k-
u-h-a-p/..peran barbuk ps 183>).
3. Tinjauan tentang Penuntut Umum
a. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum
Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang
mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum. Di
dalam Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) pengertian jaksa dan penuntut umum sebagai berikut:
1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim (Evi Hartanti, 2005:46-47). Jadi, dari bunyi Pasal 1 butir 6
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu, maka
penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk
melakukan  penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Djoko Prakoso, 1985:64).
Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa jaksa adalah
pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum dijelaskan
dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim.
b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum
Apabila antara Pasal 1 butir 6b Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) dikaitkan dengan Pasal 1 butir 6a Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka dapat disimpulkan tugas
jaksa adalah:
1) Sebagai penuntut umum yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan
penetapan pengadilan;
2) Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), penuntut umum mempunyai wewenang:
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
atau penyidik pembantu;
2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan
ayat 4 dengan memberi pentunjuk dalam rangka penyempurnaan
penyidikan dari penyidik;
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah
perkaranya dilimpahkan kepada penyidik;
4) Membuat surat dakwaan;
5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada
sidang yang telah ditentukan;
7) Melakukan penuntutan;
8) Menutup perkara demi kepentingan umum;
9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
penuntut umum menurut ketentuan undang-udang ini;
10) Melaksanakan penetapan hakim.
Pengertian tindakan lain dalam penjelasan pasal tersebut adalah
meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara
tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan
pengadilan.
4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi
a. Pengertian Korupsi
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin corruptie atau corruptus.
Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata
corrumpore, suatu kata latin yang tua. Dari bahasa latin inilah turun
kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris: corruption, corrupt; Prancis:
corruption; dan Belanda: corruptie (Lilik Mulyadi, 2000:16). Dalam
Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi yaitu gejala di mana para pejabat,
badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan
serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu
yang busuk, jahat dan merusak (Evi Hartanti, 2005:9).
Istilah korupsi sebagai istilah hukum memberi batasan pengertian
korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan
perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang
mempergunakan modal dan atau kelonggaran yang lain dari masyarakat,
sebagai bentuk khusus daripada pebuatan korupsi
(jurnal.unhalu.ac.id/.../TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI%20DALA
M%20PERSPEKTIF%20N...).
Beberapa ahli hukum merumuskan definisi korupsi sebagai berikut:
1) Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum yang dimaksud
corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang
merugikan keuangan negara.
2) Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers,
menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang
menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan
manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang
kepentingan umum (Evi Hartanti, 2005:9).
3) Sudarto menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu
sebagai berikut:
a) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau
suatu badan. Perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja,
misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani
kontrak dan sebagainya sehingga si pembuat bertambah kaya;
b) Perbuatan itu bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini
diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan
karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik;
c) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan
keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau perbuatan
itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Evi
Hartanti, 2005:18).
b. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melihat dari dua segi tindak
pidana korupsi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang
dimaksud korupsi aktif adalah sebagai berikut:
Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara (Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999);
1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
2) Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan
atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap
melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999);
3) Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999);
4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak
berbuat sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
(Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
5) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
(Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
6) Memberi atau menjanjikan kepada hakim dengan maksud untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk
diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001);
7) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan,
atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan
bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan
keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam
keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001);
8) Setiap orang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
9) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan
keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
10) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
11) Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus
atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang
atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau
membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut
diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam
melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001);
12) Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau
sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-
daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001);
13) Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau
sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan,
merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat
atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di
muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya,
atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat
atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001);
14) Pegawai Negeri Penyelenggara Negara yang:
(1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau
menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001);
(2) Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau
memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut
mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal
tersebut bukan merupakan hutang (huruf f);
(3) Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima
pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan
hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan
merupakan hutang (huruf g);
(4) Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara
yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan
perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak
padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan;
(5) Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut
serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada
saat dilakukan perbuatan untuk mengurus atau mengawasinya
(huruf i);
15) Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukan itu (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
Sedangkan korupsi pasif adalah:
1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima
pemberian atau janji karena berbuat atau tidak bertentangan
dengan kewajibannya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001);
2) Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk
diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang
diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001);
3) Orang yang menerima penyerahan bahan dan keperluan Tentara
Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001);
4) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan
atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001);
5) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan
agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya atau sebagai akibat atau
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal
12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
6) Hakim menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan mempengaruhi
putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal
12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
7) Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan mempengaruhi
nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan
perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal
12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
8) Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan
jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
(Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) (Evi
Hartanti, 2005:28-31).
B. Kerangka Pemikiran
Pada pokoknya kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat
dilihat dalam bagan alur kerangka pemikiran sebagai berikut:
Bagan 1. Alur Kerangka Pemikiran
Keterangan:
Perkara Nomor:
116/Pid.B/2009/PN.Bms
Alternatif
Unsur
Dakwaan
Subsidair
Surat Dakwaan
Jaksa Penuntut
Umum
Alternatif
Subsidaritas
Strategi
Pembuktian
Pasal yang
Didakwakan
Alat Bukti dan
Barang Bukti
Pasal Peraturan
Perundang-Undangan
Dalam kasus korupsi Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms dengan terdakwa
Agus Lestiyono Bin Sugianto, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan
untuk merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan
menggunakan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam
ketentuan pidana yang bersangkutan. Dalam kasus korupsi tersebut jaksa penuntut
umum membuat dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas. Dakwaan
alternatif subsidaritas merupakan bentuk surat dakwaan yang didalamnya
mengandung bentuk dakwaan kombinasi, yang masing-masing dapat terdiri dari
dakwaan subsidair dan/atau alternatif .
Setelah penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum selesai maka
dapat diketahui bagaimana strategi pembuktian penuntut umum dilakukan.
Strategi pembuktian didasarkan pada unsur dari surat dakwaan yang telah dibuat
oleh penuntut umum dan juga dengan menggunakan pasal-pasal yang digunakan
dalam surat dakwaan. Unsur dari surat dakwaan tersebut selanjutnya dibuktikan
dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dalam
surat dakwaannya. Adapun urutan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum
dalam persidangan kasus tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat
bukti surat dan barang bukti, keterangan terdakwa dan petunjuk.
Dari uraian alat bukti tersebut tadi penuntut umum selanjutnya menyusun
strategi dengan menentukan pasal perundang-undangan yang digunakan dalam
surat dakwaan tadi yaitu terdakwa Agus Lestiyono Bin Sugianto dalam kasus
Nomor 116/Pid.B/2009/PN.Bms dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan primair dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan subsidair.
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Alasan Penyusunan Bentuk Dakwaan Alternatif Subsidaritas Jaksa
Penuntut Umum dalam Kasus Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms
Guna mencermati alasan penuntut umum menerapkan bentuk dakwaan
alternatif subsidaritas dalam kasus Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms, terlebih
dahulu akan penulis paparkan mengenai tabel dakwaan dalam kasus tersebut.
Adapun tabel penyusunan dakwaannya adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Penyusunan Dakwaan
Pasal yang Dilanggar Uraian Pasal
Dakwaan Pertama
- Primair:
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU-RI
No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan UU-RI No.
20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas UU-RI No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat
(1) KUHP;
- Subsidair:
Pasal 3 jo Pasal 18 UU-RI No. 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan UU-
RI No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU-RI No. 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP;
Atau
- Pasal 2 ayat (1):
Setiap orang yang secara
melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana
penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 tahun
dan paling lama 20 tahun dan
denda paling sedikit Rp.
200.000.000,- dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,-.
- Pasal 18 ayat (1):
Selain pidana tambahan
sebagaimana dimaksud dalam
KUHP, sebagai pidana tambahan
adalah:
a. Perampasan barang bergerak
yang berwujud atau yang tidak
berwujud atau barang tidak
bergerak yang digunakan
untuk atau yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi,
termasuk perusahaan milik
Dakwaan Kedua:
Pasal 12 huruf i UU-RI No. 20
Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas UU-RI No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP.
terpidana dimana tindak
pidana korupsi dilakukan,
begitu pula harga dari barang
yang menggantikan barang-
barang tersebut;
b. Pembayaran uang pengganti
yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta
benda yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi;
c. Penutupan seluruh atau
sebagian perusahaan untuk
waktu paling lama 1 tahun;
d. Pencabutan seluruh atau
sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau
sebagian keuntungan tertentu
yang telah atau dapat diberikan
oleh Pemerintah kepada
terpidana.
Ayat (2) :
Jika terpidana tidak membayar
uang pengganti sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b
paling lama dalam waktu 1 bulan
sesudah putusan pengadilan
inkrach, maka harta bendanya
dapat disita oleh jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut.
Ayat (3) :
Dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang
pengganti sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b, maka dipidana
dengan pidana penjara yang
lamanya tidak melebihi ancaman
maksimum dari pidana pokoknya
sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang ini dan lamanya
pidana tersebut sudah ditentukan
dalam putusan pengadilan.
- Pasal 64 ayat (1) KUHP:
Jika antara beberapa perbuatan,
meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut, maka hanya dikenakan
satu aturan pidana; jika berbeda-
beda, yang dikenakan yang
memuat ancaman pidana pokok
yang paling berat.
- Pasal 3:
Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana
penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling sedikit 1 tahun dan
paling lama 20 tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp.
50.000.000,- dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,-.
- Pasal 12:
Dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 tahun dan paling
lama 20 tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 200.000.000,-
dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,- :
huruf i:
Pegawai negeri atau
penyelenggara negara baik
langsung maupun tidak langsung
dengan sengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau
persewaan yang pada saat
dilakukan perbuatan untuk
seluruh atau sebagian ditugaskan
untuk mengurus atau
mengawasinya.
Sumber: Putusan Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms
Berdasarkan pasal tersebut di atas ternyata jaksa penuntut umum
menggunakan bentuk dakwaan alternatif subsidaritas dengan teori bahwa
dakwaan alternatif subsidaritas mengandung bentuk dakwaan kombinasi,
yang dalam dakwaan penuntut umum dalam kasus ini masing-masing terdiri
dari dakwaan alternatif dan/atau subsidair.
Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena
penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat
untuk diterapkan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam surat dakwaan ini
didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang
merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana
saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan dalam
surat dakwaan subsidair penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya
melakukan satu tindak pidana akan tetapi ia ragu-ragu tentang tindak pidana
apa yang dilakukan oleh terdakwa. Perumusan tindak pidana disusun
sedemikian rupa dari yang paling berat sampai yang ringan dengan tujuan
agar terdakwa tidak lepas dari pemidanaan.
Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai
lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti.
Atau tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan
yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum
dalam surat dakwaan. Oleh karena dakwaan Pertama Primair tidak terbukti,
maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair. Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair melanggar
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dari uraian penjelasan tersebut diatas mengenai dakwaan yang disusun
oleh penuntut umum dalam perkara Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms yang
menggunakan dakwaan alternatif subsidaritas dalam tuntutannya yang
didasarkan pada alasan-alasan, pasal perundang-undangan yang digunakan
dalam penyusunan dakwaan, maka dakwaan alternatif subsidaritas penuntut
umum lebih condong kepada dakwaan subsidair karena dalam dakwaan
subsidair penuntut umum membuat dakwaan mengenai beberapa perumusan
tindak pidana yang disusun secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat
sampai dakwaan yang paling ringan. Hal ini dapat dilihat dari pasal
perundang-undangan yang digunakan dalam surat dakwaan tersebut, ialah
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
dimana dalam uraian pasal tersebut diuraikan mengenai penjatuhan pidana
dari yang paling berat sampai paling ringan.
B. Strategi Pembuktian Penuntut Umum dalam Kasus Nomor:
116/Pid.B/2009/PN.Bms
Sebelum lebih lanjut memaparkan strategi pembuktian penuntut umum,
penulis akan menyusun alat bukti dan barang bukti yang diajukan penuntut
umum dalam kasus Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms. Berikut merupakan
tabel alat bukti dan barang bukti, yaitu:
Tabel 2. Alat Bukti dan Barang Bukti
No
.
Alat Bukti Kesesuaian Pasal KUHAP
1. Keterangan Saksi Pasal 185 ayat (2) KUHAP
bahwa: ”keterangan seorang
saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap
perbuatan yang didakwakan
kepadanya”. Jadi nilai
pembuktian keterangan saksi
adalah bukan terletak dari
banyaknya atau kuantitas
saksi, tetapi dari kualitasnya.
Artinya, isi atau fakta apa
yang diterangkan satu saksi
bernilai pembuktian apabila
bersesuaian dengan isi dari
keterangan saksi yang lain
atau alat bukti lain.
2. Keterangan Ahli Keterangan ahli adalah
keterangan yang diberikan
seorang yang memiliki
keahlian khusus tentang hal
yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara
pidana guna kepentingan
pemeriksaan (Pasal 1 angka
28 KUHAP). Seorang ahli
memberikan keterangan
bukan mengenai segala hal
yang dilihat, didengar dan
dialaminya sendiri, tetapi
mengenai hal-hal yang
menjadi atau dibidang
keahliannya yang ada
hubungannya dengan perkara
yang sedang diperiksa.
Keterangan ahli tidak perlu
diperkuat dengan alasan
sebab keahliannya atau
pengetahuannya sebagaimana
keterangan saksi.
3. Surat, meliputi:
a. Berita acara pemeriksaan saksi,
berita acara pemeriksaan
terdakwa, BA. 15 dan surat-surat
lainnya yang berhubungan
dengan perkara terdakwa;
b. 1 (satu) bendel surat pengambilan
barang No. 6042.7/177/PJD/2007
Menurut Pasal 187 KUHAP
ada empat surat yang dapat
digunakan sebagai alat bukti.
Tiga surat harus dibuat diatas
sumpah atau dikuatkan
dengan sumpah (Pasal 187
huruf a, b dan c Kitab
Undang-Undang Hukum
tanggal 4 Agustus 2007 sejumlah
15 drum untuk RW III Desa
Banjarsari Kidul  Kecamatan
Sokaraja dan berita acaranya;
c. 1 (satu) bendel surat pengambilan
barang No. 6042.7/178/PJD/2007
tanggal 16 Agustus 2007
sejumlah 15 drum untuk  RW IV
Desa Banjarsari Kidul
Kecamatan Sokaraja dan berita
acaranya;
d. 1 (satu) bendel surat pengambilan
barang No.6042.7/194/PJD/2007
tanggal 16 Agustus 2007
sejumlah 35 drum untuk  RW IV
Desa Papringan  Kecamatan
Banyumas dan berita acaranya;
e. 1 (satu) bendel surat pengambilan
barang No. 6042.7/183/PJD/2007
tanggal 14 Agustus 2007
sejumlah 40 drum untuk  Desa
Pliken Grumbul Jurig dan berita
acaranya;
f. 1 (satu) bendel surat pengambilan
barang No. 6042.7/13/PJD/2007
tanggal 27 Juli 2007 sejumlah 40
drum untuk  Jln. KS.Tubun Gang
Rasam RT 01/VI Purwokerto
Barat dan berita acaranya;
g. LHP Inspektorat Kab.Banyumas
No.750/025/ Ks/ V/2008
tertanggal 3 Mei 2008 berikut
lampiranya;
h. Keputusan Bupati Banyumas
Nomor: 604.2/1190/2007 tanggal
16 Juli 2007 tentang  Alokasi
pemberian bantuan aspal untuk
desa, kelurahan dan sekolah
dalam wilayah Kabupaten
Banyumas Tahun 2007;
i. Dokumen pelaksanaan anggaran
pengadaan aspal tahun 2007
tertanggal 24 Maret 2007;
j. Surat perjanjian pemborongan
(kontrak) berikut lampirannya;
k. Foto copy legalisir Keputusan
Acara Pidana (KUHAP)),
sedangkan surat yang
keempat adalah surat dibawah
tangan (Pasal 187 huruf d
KUHAP).
Tiga jenis surat yang dibuat
diatas sumpah atau dikuatkan
dengan sumpah tersebut
adalah:
a. Berita acara dan surat lain
dalam bentuk resmi yang
dibuat jaksa penuntut
umum yang berwenang
atau yang dibuat
dihadapannya, yang
memuat keterangan
tentang kejadian atau
keadaan yang didengar,
dilihat atau dialaminya
sendiri, disertai dengan
alasan yang jelas dan tegas
tentang keterangannya itu;
b. Surat yang dibuat menurut
ketentuan peraturan
perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh
pejabat mengenai hal yang
termasuk dalam tata
laksana yang menjadi
tanggung jawabnya dan
diperuntukkan bagi
pembuktian sesuatu hal
atau sesuatu keadaan;
c. Surat keterangan dari
seorang ahli yang memuat
pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai
sesuatu hal atau sesuatu
keadaan
Gubernur tanggal 8 Agustus 2005
tentang pengakatan Anggota
DPRD Kabupaten Banyumas;
l. Foto copy berita acara sumpah
anggota dewan DPRD Banyumas
periode 2002-2009 Atas nama
Agus Lestiyono;
m. Foto copy legalisir Keputusan
DPRD Kabupaten Banyumas
Nomor: 171/19/ 2007 tanggal 13
Juli 2007 tentang perubahan
kedua lampiran Keputusan DPRD
Kabupaten Banyumas Nomor:
171/4/2004 tentang Pembentukan
Komisi-Komisi.
4. Petunjuk Pasal 188 KUHAP: ”petunjuk
adalah perbuatan, kejadian
atau keadaan yang karena
persesuaiannya, baik antara
yang satu dengan yang lain
maupun dengan tindak pidana
itu sendiri menandakan
bahwa telah terjadi suatu
tindak pidana dan siapa
pelakunya”. Alat bukti
petunjuk hanya dapat
dibentuk melalui tiga alat
bukti, yaitu keterangan saksi,
surat dan keterangan
terdakwa (Pasal 188 ayat (2)
KUHAP).
5. Keterangan terdakwa Pasal 189 KUHAP mengatur
syarat-syarat yang harus
dipenuhi agar keterangan
terdakwa mengandung nilai
pembuktian, yaitu:
e) Keterangan terdakwa
haruslah dinyatakan
dimuka sidang
pengadilan;
f) Isi keterangan terdakwa
haruslah mengenai tiga hal
yaitu perbuatan yang
dilakukan terdakwa,
segala hal yang
diketahuinya sendiri, dan
kejadian yang dialaminya
sendiri;
g) Nilai ketarangan terdakwa
hanya berlaku sebagai
bukti untuk dirinya
sendiri;
h) Keterangan terdakwa saja
tidak cukup untuk
membuktikan bahwa
dirinya bersalah
melakukan tindak pidana,
melainkan harus ditambah
dengan alat bukti yang
lain.
Barang Bukti
Barang bukti tidak diatur
dalam Pasal 183 KUHAP
atau di dalam pasal tersendiri
di dalam KUHAP sebagai
salah satu syarat dalam
pembuktian. Dalam praktik
peradilan barang bukti
tersebut dapat memberikan
keterangan yang berfungsi
sebagai tambahan dalam
pembuktian di persidangan.
Barang bukti yang dimaksud
diatur dalam Pasal 39
KUHAP tentang apa saja
yang dapat dikenakan
tindakan penyitaan oleh
penyidik di tempat kejadian
perkara yang dapat dikatakan
sebagai barang bukti.
1. Aspal sejumlah 13 (tiga belas) drum
yang dikirim Agus Lestiono tanggal
10 Maret 2009 (aspal pengganti)
yang telah disalahgunakan Agus
Lestiono dengan cara dijual kepada
Hartono yaitu bantuan aspal APBD
Kabupaten Banyumas Tahun 2007;
2. Aspal sejumlah 14 (empat belas)
drum yang dikirim Agus Lestiono
tanggal 10 April 2009 kepada Panitia
Pengaspalan Jalan RW I yaitu saksi
Salimi Siswo Pranoto adalah aspal
yang seharusnya diterima oleh RW I
pada Tahun 2007 yang diduga telah
disalahgunakan oleh Agus Lestiono;
3. 1 (satu) bendel surat pengambilan
barang No.6042.7/177/PJD/2007
tanggal 4 Agustus 2007 sejumlah 15
drum untuk  RW III Desa Banjarsari
Kidul  Kecamatan Sokaraja dan
berita acaranya;
4. 1 (satu) bendel surat pengambilan
barang No.6042.7/178/PJD/2007
tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah
15 drum untuk  RW IV Desa
Banjarsari Kidul  Kecamatan
Sokaraja dan berita acaranya;
5. 1 (satu) bendel surat pengambilan
barang No.6042.7/194/PJD/2007
tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah
35 drum untuk  RW IV Desa
Papringan Kecamatan Banyumas dan
berita acaranya;
6. 1 (satu) bendel surat pengambilan
barang No.6042.7/183/PJD/2007
tanggal 14 Agustus 2007 sejumlah
40 drum untuk  Desa Pliken
Grumbul Jurig dan berita acaranya;
7. 1 (satu) bendel surat pengambilan
barang No.6042.7/13/PJD/2007
tanggal 27 Juli 2007 sejumlah 40
drum untuk  Jln. KS.Tubun Gang
Rasam RT 01/VI Purwokerto Barat
dan Berita Acaranya;
8. Surat kuasa atas nama Suwardi
kepada Agus Lestiono untuk
mengambil sisa aspal 10 drum
tertanggal 28 Juli 2007;
9. Aspal sejumlah 13 (tiga belas) drum
dari saksi A.Benyamin Saib, yang
diberikan terdakwa Agus Lestiono
sebagai jaminan pembayaran atas
pekerjaan jalan di Desa Banjarasari
Kidul Kecamatan Sokaraja
Kabupaten Banyumas;
10. Proposal pengaspalan jalan RW IV
Desa Banjarsari Kidul Kecamatan
Sokaraja Kabupaten Banyumas
Tahun 2006;
11. Proposal usulan proyek pengaspalan
jalan di wilayah Grumbul Jurig Desa
Pliken Kec.kembaran Kab.Banyumas
tahun 2007.
12. LHP Inspektorat Kabupaten
Banyumas Nomor: 750/025/
Ks/V/2008 tertanggal 3 Mei 2008
berikut lampiranya;
13. Proposal Rehabilitasi Jalan RW IV
Desa Papringan Kecamatan
Banyumas Kabupaten Banyumas
tertanggal 9 Desember 2006;
14. Buku kas rehabilitasi pengaspalan
Jalan RW IV Desa Papringan
Kec.Banyumas Kabupaten
Banyumas Tahun 2002 s/d 2007;
15. Kwitansi bukti penyerahan uang
sebanyak Rp. 37.000.000,- kepada
Agus Lestiono untuk biaya
pengaspalan jalan 3072 m2 di RW
IV Desa Papringan Kecamatan
Banyumas tertanggal 2 September
2007;
16. Kwitansi bukti penyerahan uang
sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada
Sucipto untuk pembelian material
tertanggal 10 Oktober 2007;
17. Surat pernyataan atas nama Sunarso
tentang pengambilan DO Aspal
tertanggal 10 maret 2008;
18. Surat pernyataan atas nama Solichan,
dkk tertanggal 26 Februari 2009;
19. Keputusan Bupati Banyumas No.
604.2/1190/2007 tanggal 16 Juli
2007 tentang  Alokasi pemberian
bantuan aspal untuk desa, kelurahan
dan sekolah dalam wilayah
Kabupaten Banyumas Tahun
anggaran 2007;
20. Dokumen pelaksanaan anggaran
pengadaan aspal tahun 2007
tertanggal 24 Maret 2007;
21. Surat perjanjian pemborongan
(kontrak) berikut lampirannya;
22. Surat peryataan AGUS
LESTIYONO anggota DPRD
Kabupaten Banyumas tertanggal 8
Juli 2009 yang menyatakan uang
sejumlah Rp.37.000.000,- telah
diserahkan kepada Benyamin Sueb;
23. Foto copy legalisir Keputusan
Gubernur tertanggal 8 Agustus 2005
tentang Pengangkatan Anggota
DPRD Kabupaten Banyumas;
24. Foto copy BA sumpah anggota
dewan DPRD Banyumas periode
2002-2009 atas nama Agus
Lestiyono;
25. Foto copy legalisir Keputusan DPRD
Kabupaten Banyumas No.
171/19/2007 tanggal 13 Juli 2007
tentang Perubahan Kedua Lampiran
Keputusan DPRD Kabupaten
Banyumas No. 171/4/2004 tentang
Pembentukan Komisi-Komisi;
26. Surat jalan UD Dian Sari pengiriman
aspal ke Desa Banjarsari Kidul RT
III/Rw I Sokaraja  sebanyak 13
drum.
Sumber: Putusan Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms
Berdasarkan semua alat bukti diajukan penuntut umum dalam kasus
Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms, maka dapat diketahui bagaimana strategi
pembuktian penuntut umum dilakukan. Strategi pembuktian didasarkan pada
unsur dari surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum dan juga
dengan menggunakan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan.
Unsur dari surat dakwaan tersebut selanjutnya dibuktikan dengan alat bukti
dan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dan dapat dilihat dari
dakwaan. Strategi pembuktian penuntut umum dalam kasus Nomor:
116/Pid.B/2009/PN.Bms dilakukan dengan beberapa macam strategi, yaitu:
1. Strategi pembuktian berdasarkan urutan alat bukti yang diajukan di
persidangan
Urutan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum di
persidangan kasus Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms dapat dilihat dalam
bagan sebagai berikut:
27 Saksi
1 Saksi Ahli
13 Surat
Bagan 2. Urutan Alat Bukti
Pada dasarnya alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut,
antara alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan saling
melengkapi. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tersebut dan terurai dalam
fakta hukum dalam putusan Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms.
Pasal 185 ayat (2)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) menentukan bahwa: ”keterangan seorang saksi saja tidak cukup
untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya”. Jadi nilai pembuktian keterangan saksi adalah
tidak hanya terletak dari banyaknya atau kuantitas saksi, tetapi dari
kualitasnya. Artinya, isi atau fakta apa yang diterangkan satu saksi bernilai
pembuktian apabila bersesuaian dengan isi dari keterangan saksi yang lain
atau alat bukti lain dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Strategi pembuktian berdasarkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat
dakwaan
Dari uraian alat bukti tersebut, penuntut umum selanjutnya
menyusun strategi pembuktian dengan menentukan pasal perundang-
undangan yang digunakan dalam surat dakwaan tadi yaitu terdakwa Agus
Lestiyono Bin Sugianto dalam kasus Nomor 116/Pid.B/2009/PN.Bms
dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik
26 Barang Bukti
Keterangan
Terdakwa
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan primair dan Pasal 3 jo
Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam
dakwaan subsidair.
Strategi penyusunan pasal-pasal tersebut didasarkan pada alat bukti
dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan jaksa penuntut umum sebagai
berikut:
a. Keterangan Saksi
Dari 27 saksi dapat disimpulkan bahwa:
(1) Saksi Taufik Azhari (Ketua II panitia pengaspalan jalan RW I
Desa Banjarsari Kidul)
Adapun pembuktian unsur-unsur pasal yang di dakwakan, yaitu:
(a) Unsur setiap orang;
(b) Unsur secara melawan hukum;
(c) Unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi;
(d) Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara;
(e) Unsur perbuatan berlanjut.
(2) Saksi Sunarso (Sekretaris panitia pengaspalan jalan dan Ketua
RW IV Desa Banjarsari Kidu serta Ketua Ranting Partai
Demokrat) Pembuktian unsur-unsur pasal yang di dakwakan
adalah:
(a) Unsur setiap orang;
(b) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain
atau suatu koporasi;
(c) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukannya;
(d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;
(e) Unsur pidana tambahan.
(3) Saksi Beni Suryono (Ketua Ranting Partai Demokrat di Desa
Banjarsari Kidul)
Pembuktian unsur-unsur pasal yang di dakwakan, yaitu:
(a) Unsur setiap orang;
(b) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain
atau suatu koporasi;
(c) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukannya;
(d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;
(e) Unsur pidana tambahan.
(4) Saksi Amir Syarifudin (Kepala UPT dan Perbekalan (ALKAL)
di Kantor PU Kabupaten Banyumas)
Pembuktian unsur-unsur pasal yang di dakwakan, yaitu:
(a) Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;
(b) Unsur baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja
turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
(c) Unsur yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh
atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasinya.
(5) Saksi Andri Benyamin Saib (Kasi Pemelihara Jalan di Dinas
Sumber Daya Air dan Mineral Bina Marga Kabupaten
Banyumas)
Pembuktian unsur-unsur pasal yang di dakwakan, yaitu:
(a) Unsur setiap orang;
(b) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain
atau suatu koporasi;
(c) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukannya;
(d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;
(e) Unsur pidana tambahan;
(f) Unsur sebagai suatu perbuatan berlanjut.
(6) Saksi Bambang Pujianto, BE (Anggota DPRD di Komisi B
Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2004-2009)
Pembuktian unsur-unsur pasal yang di dakwakan, yaitu:
(a) Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;
(b) Unsur baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja
turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
(c) Unsur yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh
atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasinya.
b. Keterangan Ahli
(1) Suyanto, S.H.,M.Hum
Pembuktian unsur-unsur pasal yang di dakwakan, yaitu:
(a) Unsur setiap orang;
(b) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain
atau suatu koporasi;
(c) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukannya;
(d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;
(e) Unsur pidana tambahan;
(f) Unsur sebagai suatu perbuatan berlanjut.
c. Alat Bukti Surat dan Barang Bukti
Mengenai alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut dan
terurai dalam tabel 2 tentang alat bukti dan barang bukti dalam hal
pembuktian unsur-unsur pasal yang di dakwakan adalah sama, yaitu:
(a) Unsur perampasan barang bergerak yang berwujud atau
yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak;
(b) Unsur yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi;
(c) Unsur pembayaran uang pengganti;
(d) Unsur yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
(e) Unsur jika terpidana tidak membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b;
(f) Unsur paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan
inkrach;
(g) Unsur harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang;
(h) Unsur untuk menutupi uang pengganti tersebut;
(i) Unsur dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f;
(j) Unsur dipidana dengan pidana penjara;
(k) Unsur lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari
pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang
ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam
putusan pengadilan.
Jadi dapat dilihat bahwa dari strategi pembuktian terhadap pasal-
pasal, pada intinya jaksa penuntut umum berhasil membuktikan unsur-
unsur dalam dakwaan terhadap diri pelaku atau terdakwa.
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan,
maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut:
1. Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif
subsidaritas dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus putusan
Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms karena
didalamnya mengandung bentuk dakwaan kombinasi, yang masing-masing
terdiri dari dakwaan subsidair dan/atau alternatif. Dasar pertimbangan
penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin
benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap
tindak pidana tersebut. Jadi dalam surat dakwaan ini di dakwakan beberapa
perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan
utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara
rangkaian tindak pidana yang di dakwakan. Sedangkan dalam surat dakwaan
subsidair penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan satu
tindak pidana akan tetapi ia ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang
dilakukan oleh terdakwa dan perumusan tindak pidana disusun sedemikian
rupa dari yang paling berat sampai yang ringan dengan tujuan agar terdakwa
tidak lepas dari pemidanaan.
2. Strategi pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi
dalam kasus putusan  Pengadilan Negeri Banyumas Nomor:
116/Pid.B/2009/PN.Bms dilakukan dengan beberapa macam strategi, yaitu:
a. Strategi pembuktian berdasarkan urutan alat bukti yang diajukan di
persidangan;
b. Dan strategi pembuktian berdasarkan pasal-pasal yang digunakan dalam
dakwaan.
B. Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka
penulis memberikan saran:
1. Dalam pembuatan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum
seharusnya dakwaan didasarkan pada perbuatan tindak pidana yang telah
dilakukan oleh terdakwa untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut benar-
benar dilakukan oleh terdakwa atau bukan, sehingga penuntut umum dapat
menerapkan aturan hukum dan dapat mengunakan pasal yang tepat untuk
menjerat terdakwa.
2. Penggunaan strategi pembuktian oleh penuntut umum dalam membuktikan
suatu perkara tindak pidana sebaiknya menggunakan suatu pembuktian yang
di dasarkan pada surat dakwaan. Selain itu penuntut umum dituntut untuk
lebih teliti lagi dalam mempelajari dakwaannya sehingga penggunaan dan
penerapan strategi pembuktiannya tidak hanya menggunakan alat bukti dan
pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku saja melainkan
menggunakan metode lainnya yang menunjang suatu strategi pembuktian
yang lebih baik.
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